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BUPAT) SINTANG
PERATURAN BUPAT| SINTANG
NOMOR )L TAHUN 2014
TENTANG

KSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

IZIN TRAYEK D) KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa Retribusi izin Trayek adalah Retribusi Daerah sebagai
salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola
Sécara fertib, taat peraturan Perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi
masyarakat;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Perizinan Tertentu, menegaskan tata cara
pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b dan dalam
rangka pengaturan dan pemberian pelayanan izin trayek serta
untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,
maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi Izin Trayek di Kabupaten Sintang;

bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan
huruf ¢ di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

_Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
gir::lﬁr;g {Lemhagran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);
3. Undang-Undang ..,
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gndang=Undang "+ 000438
Kenyelenggaraan NOmOr 28 Tahun 1999 tentang

OTUPS|, Kolue: €gara Yang Bersih D Beb Dari
Ndonesia Tapy,,2an Nepotei omar Blooers Ranubh
ahy €isme (Lembaran Negara Republik
Republik Ingone 02 No i c

Onesia Nomo?]3°z;5715)f Tambahan Lembaran Negara

Undang.(jng
an
Pemberantasan Tindaokml:’)'r 2 rEhun 1999 tentang
Negara Republik idana Korupsi Nepotisme (Lembaran
Tambahan Lemb Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
3874) Sebagaim aran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 29 Tahy ana telah diubah dengan Undang-Undang
Tahun 2004 noi?c? 1 (‘||_ ;F baran Negara Republik indonesia
. r . “E
Republik Indonesia Nomor 4150’;‘mbahan Lembaran Negara
Un J
Neg:?ag L'J_ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nomor 4(7'3?“’3”3" Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 42é6);ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

U“da”Q-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

|ndone§ia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang: Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

Undahg'-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4444),
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor g6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025);

_Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Unda‘ggtgbusi gaerah (Lembaran Negara Republik indonesia
'?al'r:un 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

a

Republik indonesia Nomor 5049);

omor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Undi_!nQ'Undg;?anN Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Publik glﬁzmTambaha“ Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor )

13. Undang=Undang ...



13.

14.

18.

18.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Undang.yy © 000433
~Undang

Peraty 8 Homor 12 Tahyn K

In uﬂnuf:: F*&ﬁ-lndang_u d 2011 tentang Pembentukan

ndan lik
Tahun 9an (Lembaran Negara Republi
Negara Repubijy mdzgr:ﬂﬂn;mr 82, Tambahan Lembaran

Pemer;
Pengelolaan el?:rr.];aa?, é"“’"‘“ 58 Tahun 2005 tentang
Ndonesia Tap =

erah (Lembaran Negara Republik
Negara Re hru " 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Publik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan p .
emerintah
Pedoman pg rvan N

; omor 79 Tahun 2005 tentang
p : mbinaan p
Emerintah

D an Pengawasan Penyelenggaraan
Tahun 200 @efah (Lembaran Negara Republik Indonesia
S Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503;

i:r-::;:a'n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Provi gian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah
rovinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471 4);

Peratt.l_ranl Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penempatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat | Sintang
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomeor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Ketangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang, Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3),

rah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
I-“ta:rrat!..lrézlll| rE::;” Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
tEnt‘:‘lﬂE Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
E EItr?'hrlz;f\‘atran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25),
e

ten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
peraturan Daer;nh g?::rﬂ:rasi Perangkat Daerah Kabupaten
tentang SUEUS ran Daerah Kabupaten Sintang Tahun_i’ﬂﬂﬁ
Sintang (Lempa han Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor Z, Tamba aimana telah diubah dengan Peraturan

SEbf gﬂ Sintang Nomor 5 Tahun 2013 {Lembaran
Daerah Kabup@ ; Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Daerah Kabup?ahnxabupﬂte" Sintang Nomor 5);

23. Peraturan ...
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PEFﬂtUran Daerah Ka ooo £49
tentang Retripyg;  peobaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012

23.

Kabupaten, g, Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
LEI'nha Ntang Tahun 2g
ran Daerah Kabupaten Eint;ﬁg Rgnr?grr 5]"6. S
MEMUTUSKAN -
PERATU
PEMUNGﬁiNBUEE;IRTE“TﬁNG TATA CARA PELAKSANAAN
SINTANG IBUSI 1ZIN TRAYEK DI KABUPATEN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah:

3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;

5. Retribusi lzin Trayek adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada satu atau beberapa trayek;

6. lzin Trayek adalah |zin penyelenggaraan orang dalam trayek;

7. lzin Insidentil adalah lzin yang dapat diberikan kepada
Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk
menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek
yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi
dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat
diperpanjang;

8. Trayek adalah Lintasan kendaraan bermotor umum untuk
pelayanan jasa angkutan yang mempunyai agai dan tujuan
perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun

tidak terjadwal;

g. Pemilik 1zin adalah perorangan atau ba;lan yang telah diberi
: izin untuk melaksanakan suatu pekeqaan_ sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

alah Perpindahan orang dan/atau barang dari satu
10. :Sn%:::a i:t:mpat lain dengan menggunakan Kendaraan di

Ruang Lalu Lintas Jalan;

rmotor Umum adalah setiap kendaraan yang

11. Kendaraan Be barang dan / atau orang dengan dipungut

untuk angkutan
bayaran;

12. Mobil ...
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g memigln?dalah setiap kendaraan bermotor angkutan

untuk per: tempaﬁ duduk maksimal 8 (delapan) orang

tiga riby lima ooy % Atau yang beratnya tidak lebih dari
s Kilogram), pengangkutan bagasi;

Mobil Bys 4

memilikj temggiag kendaraan bermotor angkutan orang yang
untuk pengemugi uthK Maksimal 8 (delapan) orang termasuk
lima ratys kilograma)-au yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu

MObIl Pen
Orang yan

tel’masuk

Surat Ketetapan Retribus

- adglah surat ketet
€sarnya jumlah pokok r

i Daerah, yang selanjutnya disingkat
apan retribusi yang menentukan
etribusi yang terutang;

Petugas Pemyn

ut adal iberi angan
untuk melaksan g dalah petugas yang diberi kewenang

akan pemungutan Retribusi:

Buku Penerimaan Pemb
Pembayaran retribysi ol
Lapangan;

ayaran adalah pencatatan penerimaan
eh Petugas Pemungut atau Petugas

Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas
Lapangan ke Bendahara Penerimaan;

Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan
retribusi oleh Bendahara Penerimaan:

Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan

penerimaan retribusi berdasarkan Surat Tanda Setor oleh
Bendahara Penerimaan:

Surat Setoran adalah bukti penyetoran hai_sil penerimaan
retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah.

BAB Il
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Retribusi Izin Trayek dipungut dengan menggunakan tanda bukti/dokumen pembayaran

berupa SKRD.

Pasal 3

Bentuk ukuran dan isi SKRD Jzin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

Yang merupakan bagian tidak terpisa

(1)

TATA CA

Setiap pembayaran

D. : iib di dalam Buku Penerim
Pembayaran berupa SK Retribusi Wajib dicatat da -
Penerimaan pembayaran
Pembayaran oleh Pe

hkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB Il
RA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 4

ribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti
retn

tugas pemungut.

Pasal 5 ...



Pasal 5 ’ 000442
Penyetoran penerim a

. o aan r 5 5
as mel etribusj gj
r?wlgnggunaig:x ?Z?.ﬂaha’a Penef;m;:zu";anlimep Petugas Pemungut Retribusi ke
7 L S setoranaRBl:k_tl Pembayaran Ng lambat 1 (satu) hari kerja dengan
e ; i .
( Tanda Setor dan "busi dari Petugas pe

. u
Penerimaan, ku

)

mungut, wajib dicatat dalam Surat
N Penyetoran oleh Bendahara

Hasil penerimaan Retripysi '
Daerah oleh Bendah:rl;uges.:ebr?ng]almana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas
menggunakan Surat Setoran aan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan

Penerimaan g

il ) ) piran IV, Lampi
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu;r)r;[ii ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di ~_Sintang
pada tanggal PACANE 2014

¢ BUPATI SINTM
I

/
VV"LTON CROSBY
Diundangkan di  Sintang
Pada tanggal g Mven 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG(

~ o, ~

Y .
OSEPHA HASNAH

o
BERITA DASRAL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2074 NOMOR 24
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i peium . 000443

NB
NOMOR | BUPATI SINTANG

TANGeaL %9 TAHUN 2014

TENTANG TATA ¢ A;%u

RETRIBUSI 1ZIN T
BENTUK, UKURAN DAN I sy

RAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD
RETRIBUSI 121N TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG. RAn )

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

T T e—y
z| PEMERINTAH | SURATKETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 4
¢) CABUPATEN SINTANG NO. URUT
IZIN TRAYEK
NO. KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI JUMLAH
1 Retribusi Izin Trayek Baru | l Rp )
Retribusi Perpanjangan Untuk Semua Jenis| Rp -
Angkutan Penumpang / Daya Angkut
L Retribusi Izin Insidentil Rp -
22¢
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Rp
Dengan Huruf :

Sintang, 2014
Yang Menerima,

16cm

4
v

BUPATI SINTANG, /ly

'
MILTON CROSBY



LAMPIRANIL = PERATY

NOMOR RAN BUPATI iNTANG
TANGGAL %y TAHUN 2014
TENTANG T A.'l‘:'x?‘ 2014

CARA
RETRIBUSI iZIN T

BENTUK DAN ISI BUKyY p

RETRIBUS|

PELAKSANAAN
RAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

ENERIMAAN PEMBAYARAN

IZIN TRAYEK

000444

PEMUNGUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

TAHUN
SETORAN
NO | HARITANGGAL NPWRD NAMA WAJIB OBJEK RETRIBUSI
RETRIBUSI RETRIBUSI (Rp.)
Petugas Pemungut / Petugas Lapangan
NP, cevreeernnierrreeeeneie
M

'..

MlLTCﬁ CROSBY



" AMPIRANII  : PERAT _
A NOMopkl RAN BUPATI siNTANG v 000445

TANGGAL . 9’% TAHUN 2014

TENTANG EQTATRALE caldte
RA
RETRIBUS 21 1o CAKSANAAN — PEMUNGUTAN

IN TRAYEK D| KABUPATEN SINTANG.

BENTUK,
UKURAN DaN 5 TANDA BUKTI PEMBAYARAN

“— \ﬂ-\
f PE cm

I\/;ERINTAH KABUPATEN SINTANG t

ANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukt; :

A /

=
ov}
(4]
3
o
8
&
<]
=]
e
=
]
=5
=,
=]
s}
a
=
&
g

c: Dari Nama
Alamat
d. Sebagai pembayaran

..................
.................................
.....................................................

v 16,5

KODE REKENING JUMLAH (RP)

¢. Tanggal diterima uang

Bendahara penerima/ Penyetor

Bendahara Penerima Pembantu

F

Lembay 4 Untuk Pembeyaran/Penyetoran/ Pihak Ketigs
Sl | U:tuk B:n\dal{un Penerima/ Bendahara Pembantu
Sulinan © o Amip

BUPATI SINTAM

7
MILTON CROSBY



NO KODE URAIAN RINCIAN OBJEK JUMLAH (Rp)
REKENING

' Diterima Retribusi RD- s
! Diterima Retribusi Rp.
' Diterima Retribusi Rp.

t_ Jumlah .....c..oe.e Rp.

Uang tersebut diterimatanggal ...........................
. Sintang, ..................

! Mengetahui : Bendahara Penerimaan
! Pengguna Anggaran ,
!
\_\ ____-____________-————

IRAN IV P
LAMP Ngm# RAN BUPATI siNTANG
oo |0 peovan
NG raTA” caﬂu

000446

RETRIBUSI 1215 T:fl-hﬂsmmu PEMUNGUTAN

BENTUK DAN Is] sy

YEK DI KABUPATEN SINTANG.

RAT TAND
RETRIBUS) 1ZIN TRAYE: N

PEMERINTAH Ka

Jalany ¢ Qevan

SURAT TANDA SETOR
(STS)
ST No: vy
No. Rekening
Harap diterima uang sebesar Rp......
R R

Dengan rinci penerimaan sebagai berikut

BUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

g Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
1 eIP- (0565) 22209 - 22293 Fax. (0565) 22209

BUPATI smn%jk'

's
MILTON CROSBY



' LglIPIRﬁN‘V  PERATU

N RAN BUPAT) sin 000447
Touna 2 TAHu:;AHG

ANGGAL . 2014
TENTAHG ; %“.?A_;‘i-@ ik 2014

RA  PELA
RET KSANAAN PEMUNGUTAN
RIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

BENTUK
DAN 1S BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK
b e —
BUKU PENERlMiiTtEﬂT::Nﬁ%:TEH SINTANG
N BENDAHARA P MAAN
TAHUN ANGGARAN ............. PR

SKPD  : DINAS PERHUBUNGAN KA

Periode 3 cosicesssiicisacses BUPATEN SINTANG

No Penerimaan e o

T— gﬂkﬂ g:::bgamn m| Uraian Jumiah | Tanggal mit?.smn.lumhh
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Rp. Rp.
lah PENBTIMIBAI c..oevorrrrmisnsnseinannssssadrasssesissnsnsneeen

j:::llh yang disetorkan Rp. ::

saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp:

terdirl dari

a  Tunal Rp.

b. Bank Rp.

¢ Lalnnya Rp.

Mengetahul :
Pangguna Anggaran Sintang, ...oeeee--

Bendahara Pennri;;n

=

- KBUPATISINTANG,
b
| S

MILTON CROSBY



4
NOMOR ol _B-UPA“ SINTANG 0004438
TANGGAL Jc._tiuN 2014

TENTANG TATA 2014

CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SINTANG.

BENTUK paN 15
I SURAT SETO
RETRIBUSI 1ZIN TRAYEK

SURAT SETORAN
S=SAL SETORAN
NOMOR:

---------------

BANK PEMBANGUNAN DAERAR, HARAP MER -

BENDAHARA giNERlMA DINAS PERHUBUNGAR T R

KABUPATEN SINTANG UNTUK : GIRD: . RAH
UANG SEBESAR: Rp. ... ..~ (REKKASDAE)

YAITU : SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

AYAT
1.07.01............. Retribusi ................ REG i ot skt see
1.07.01............. Retribusi ................ Rp. oo,
1.07.01............. Retribusi ................ Rp. oo

Jumlah........ Rp. oo

Sintang, ...

Uang tersebut diatas telah diterima

Yang Menyetor Sintang, «......ovvvveeieeeeieii

An. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang
Bendahara Penerimaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

I

NI, oo

n uang
Yabatan dan tanda tangan yangd menyerahka

S

UPATI SINTANG, XY .

7
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